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M O T T O   D A N P E R S E M B A H A N

MOTTO :

 Menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha

Esa.

 Pengalaman adalah guru paling baik.

Kupersembahkan Kepada :

1. Orang tuaku Tercinta.

2. Istri dan Anak-anakku tercinta
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K A T A   P E N G A N T A R

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul

“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam

Perspektif Teori Hukum” (Studi Kasus Putusan Nomor : 14./Pid.Prap/2015/PN.Tng)

dengan baik dan lancar. Penulisan Tesis hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-

tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata II (S-2) di

Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu penulis

mengangkat tema tersebut karena penulis merasa  bahwa kecelakaan Lalu lintas

semakin hari semakin meningkat jumlahnya yang berakibat orang luka-luka dan

bahkan meninggal dunia. Sehingga perlu dilakukan pencegahan-pencegahan, dan

sebagai langkah pencegahannya adalah memberikan sangsi pidana yang berat kepada

para pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dan mudah-mudahan semua

masyarakat dapat mengerti bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan kebutuhan

utama bagi setiap orang, dengan harapan dimasa mendatang dapat mempermudah

membangun  bangsa yang adil dan sejahtera.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan

seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu

penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari

banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

Penegakan Hukum..., Suprayitno, Pascasarjana 2016



v

yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk

menyelesaikan Tesis ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Drs. Bambang Karsono., S.H, M.M, selaku

Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Bapak Profesor I Made Widnyana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Bapak Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing I dan Bapak

Inspektur Jenderal Polisi (p) Dr. H. Muhammad Ibrahim, S.H., M.H selaku Dosen

pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan bagi penulis selama

pembuatan Tesis.

4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta

Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa

perkuliahan.

5. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa Penulis

sebutkan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada

penulis. Dan akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membacanya.

Tangerang, Oktober 2016
Penulis,

Suprayitno

Penegakan Hukum..., Suprayitno, Pascasarjana 2016



vi

A B S T R A K

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai peraturan-
peraturan hukum yang sifatnya memaksa seluruh masyarakat, rakyat Indonesia
harus patuh terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan hukum di
Indonesia, bahkan juga memaksa orang asing yang berada di wilayah Indonesia
untuk patuh terhadap hukum yang ada di negara Indonesia. Hukum bersifat
mengatur dan memaksa. karena aturan aturan yang berlaku tidak akan berguna
apabila tidak dipatuhi oleh masyarakat, sehingga agar aturan-aturan yang
berlaku dipatuhi oleh masyarakat maka hukum harus bersifat memaksa. Equality
before the law (semua orang sama didepan hukum) adalah salah satu asas
terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule
of Law yang juga menyebar pada negara negara berkembang seperti Indonesia,
maka dari itu asas ini dijadikan landasan bagi setiap manusia yang melakukan
penegakan hukum di negeri ini tanpa terkecuali. Negara hukum merupakan
negara yang berdasar atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan semata, dalam
negara hukum kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi (supremasi
hukum/rule of law). Dan rumusan permasalahan yag diangkat dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut : 1.Bagaimanakah kebijakan penegakan hukum lalu lintas,
bila terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ? dan 2.Bagaimanakah penegakan
hukum lalu lintas, bila terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
?. Data yang diperoleh dengan cara studi pustaka atau dari literatur-literatur. yang.
Meliputi : 1).Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan
mengikat berupa : (1).Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang
Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
(2).Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). (3).Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4).Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder,
yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi rancangan
undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum/literatur.
Adapun nama-nama literatur tersebut dicantumkan oleh penulis dalam Daftar
Pustaka, Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus,
artikel ilmiah, dan lain-lain sebagai penunjang.

Kata Kunci : Penegakan Hukum
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ABSTRAC

Indonesia is a country of law that have legal regulations that are forcing
the entire community, the people of Indonesia must comply with the regulations
or policies of law in Indonesia, even forcing foreigners residing in the territory of
Indonesia to comply with the law in Indonesian country. Laws are set and force.
because the rules of the applicable rules will be useless if not obeyed by the
community, so that the applicable rules obeyed by the community then the law
must be coercive. Equality before the law (all are equal before the law) is one of
the most important principles of modern law. This principle became one of the
joint doctrine of the Rule of Law which also spread to developing countries such
as Indonesia, and therefore this principle as a basis for every human being who
perform law enforcement in this country without exception. State law is a state
based on law not based on sheer power, the law states the legal position is the
highest position (the rule of law / rule of law). Yag and formulation issues raised
in this study are as follows: 1. How do traffic enforcement policy, in case of
criminal offenses traffic accident? and 2. How traffic enforcement, in the event of
traffic accidents criminal offense according to Law No. 22 Year 2009 regarding
Traffic and Road Transportation?. The data obtained by means of literature or of
literature. that. Include: 1) .This material primary law, a material that has a
binding force in the form of: (1) .Undang-Law No. 1 Year 1946 jo Law No. 73
Year 1958 About the Code of Penal (Penal Code). (2) .Undang Law No. 8 of
1981 About the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). (3)
.Undang-Law No. 2 Year 2002 on the Indonesian National Police. (4) .Undang
Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation.
Secondary law, which provides an explanation of the primary legal materials,
including draft legislation, research, works of the law / literature. The names of
literature is cited by the authors in the Bibliography, tertiary legal materials, ie
legal materials that provide instructions or explanations of the primary and
secondary legal materials, including dictionaries, scientific articles, and others as
a supporter.

Key Word : Law Enforcement
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